












PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 
2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 





B 121 12 101 
 









PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERHADAP 




B 121 12 101 
 
SKRIPSI 
Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
pada Program Studi Hukum Administrasi Negara 
 
















Diterangkan bahwa skripsi dari Mahasiswa : 
Nama   : Ferliana Harman 
NIM   : B121 12 101 
Prodi   : Hukum Administrasi Negara 
Judul    : Pelaksanaan tentang Administrasi Kependudukan 
terhadap Pelayanan Pembuatan E-KTP di Kota 
Makassar. 
Telah Diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi di 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
 
Makassar,   Februari 2016 
 
Pembimbing I                  Pembimbing II 
Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S 
NIP. 19540420 198103 1 003 
      Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H. 







PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI 
 
Diterangkan bahwa skripsi dari mahasiswa : 
Nama   : Ferliana Harman 
NIM   : B121 12 101 
Prodi   : Hukum Administrasi Negara 
Judul    : Pelaksanaan Administrasi Kependudukan terhadap 
Pelayanan Pembuatan E-KTP di Kota Makassar. 
 
Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir 
Program Studi Hukum Administrasi Negara. 
 
 
Makassar,   Februari 2016 
A.n. Dekan 
           Wakil Dekan Bidang Akademik 
 
 
          Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H. 









FERLIANA HARMAN (B 121 12 101), dengan judul “Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi 
Kependudukan terhadap Pelayanan Pembuatan E-KTP di Kota 
Makassar”. Dibimbing oleh Syamsul Bachri  selaku pembimbing I dan 
Zulkifli Aspan selaku Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang 
kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam memperoleh 
E-KTP.  
Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Adapun yang menjadi 
lokasi penelitian adalah Kantor Kecamatan Tamalate dan Kantor 
Kecamatan Tamalanrea. Untuk mengetahui kerjasama, baik antara 
masyarakat dan pegawai ataupun juga sebaliknya. 
Hasil Penelitian yang didapatkan yakni, pelayanan E-KTP telah 
berjalan dengan optimal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Adminisitrasi Kependudukan. Tetapi, masih adanya 
kekurangan yang terletak pada pelaksanaanya yang membuat sebagian 
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A. Latar Belakang 
  Indonesia adalah Negara yang besar dan memiliki penduduk 
dalam jumlah yang banyak. Penduduk Indonesia terlahir dari latar 
belakang yang berbeda-beda, mulai dari ras, budaya, agama, status 
sosial, pendidikan yang menyebabkan memiliki pola pikir dan sudut 
pandang yang berbeda-beda. Indonesia memiliki tujuan yang telah 
tertuang dalam alinea ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 
berbunyi : 
Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia,memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 
 Pemerintah Indonesia ingin mewujudkan keselarasan antara 
masyarakat, mengabdikan diri kepada masyarakat untuk melayani 
tanpa adanya diskriminasi, memenuhi setiap kebutuhan masyarakat 
dimana merupakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan, 
selalu adanya keterbukaan agar tidak adanya kesalahpahaman yang 
terjadi, dan bisa menjaga kepercayaan yang diberikan oleh 
masyarakat itu sendiri. Sebab bila semuanya berjalan dengan baik dan 
sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan, maka 
kinerja pemerintah patut untuk dipertahankan. Peraturan dibuat untuk 
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diterapkan kepada masyarakat, sebagai pihak yang dilayani sekaligus 
masyarakat dapat menilai sejauh mana ketaatan para pelaksana 
dalam mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Pelayanan yang baik 
akan berpengaruh baik pula bagi kesejahteraan masyarakat.  
  Salah satu pelayanan yang diberikan dari pemerintah kepada 
masyarakat adalah melayani administrasi negara, yakni mengurus 
identitas resmi yang wajib dimiliki oleh setiap masyarakat yang 
berdomisili di Negara Indonesia. 
  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 
28D Ayat (4) menentukan bahwa : “Setiap orang berhak atas status 
kewarganegaraan.”   
  Hak senantiasa berkaitan erat dengan kewajiban. Warga Negara 
Indonesia wajib untuk mendaftarkan diri agar mendapatkan identitas 
yang resmi dari Negara yakni E-KTP. Namun disamping itu juga, 
warga Negara Indonesia patut menerima pelayanan (baik dari segi 
perilaku, sikap, tutur kata,  proses lamanya pembuatan), agar terwujud 
arti dari keadilan. Tetapi, harapan tidak sesuai dengan kenyataan yang 
ada, masih banyak masyarakat yang tidak menerima pelayanan 
dengan baik bahkan secara kasat mata diskriminasi itu masih sering 
terjadi. 
  Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang 
berkualitas, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan 
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harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama 
ini masih bercirikan : berbelit-belit, lambat, mahal dan melelahkan. 
Kecenderungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih 
diposisikan sebagai pihak yang “melayani” bukan dilayani.1 Pelayanan 
yang seharusnya ditujukan pada masyarakat umum kadang dibalik 
menjadi pelayanan masyarakat terhadap Negara,2 meskipun Negara 
berdiri sesungguhnya adalah untuk kepentingan masyarakat yang 
mendirikannya. Birokrat sesungguhnya haruslah memberikan 
pelayanan terbaiknya kepada masyarakat.3 Masih banyak kejanggalan 
yang terjadi di dunia pelayanan publik, yang melibatkan hak 
masyarakat menjadi tidak diprioritaskan. 
Sejumlah warga Kota Makassar mulai mengeluh, lantaran belum 
mendapatkan E-KTP yang telah diurusnya sejak tiga tahun lalu. Akibat 
tidak adanya surat penting tersebut, sejumlah aktivitas yang terkait 
dengan pengurusan administrasi warga menjadi terkendala. Seperti 
yang dialami oleh salahseorang warga Hertasning Baru, Muh Yusuf 
yang mengaku mengalami kesulitan dalam mengurus adimistrasi 
usahanya hanya karena kendala tidak memiliki E-KTP. Saya sudah 
tiga tahun mengurus E-KTP namun hingga saat ini belum selesai juga, 
                                                             
1 Lijan Poltak Sinambela, dkk., Reformasi Pelayanan Publik, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 4 
2 Inu Kencana Syafiie, Djamaluddin Tandjung, Supardan Modeong, Ilmu Administrasi Publik, Rineka Cipta, 
Jakarta, 1999, hlm. 5.  
3 Lijan Poltak Sinambela, dkk., Loc.cit 
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padahal e-KTP sangat diperlukan dalam urusan adimistrasi,” ujarnya 
Kamis (25/9/2014).4 
 Warga Makassar yang bermukim di Kecamatan Bontoala, 
Makassar, mengeluhkan layanan E-KTP di Kantor Camat Bontoala, 
yang dinilai sangat lambat. Mereka sudah antri untuk menjalani sesi 
pemotretan sejak pagi. Namun hingga pukul 14.00 WITA, mereka 
belum dipanggil untuk menjalani pemotretan dan pengambilan sidik 
jari.5 
 Asriani, warga yang tinggal di Jalan Ratulangi, Kelurahan Parang, 
Kecamatan Mamajang mengaku telah mendaftarkan diri untuk 
memperoleh E-KTP sejak Februari 2012. Namun hingga kini, kartu 
tersebut belum diterimanya. Petugas di Kantor Kecamatan setempat 
menjanjikan kartu diterima hanya dalam beberapa bulan.6 
Walikota Makassar Danny Pomanto mendukung kebijakan 
Kementerian Dalam Negeri atas pemberlakuan KTP elektronik (e-KTP) 
seumur hidup. Menurutnya, dengan menggunakan KTP seumur hidup, 
nantinya tidak lagi menyusahkan warga, termasuk warga di Kota 
Makassar. Meski demikian, Danny mengakui jika pengurusan e-KTP di 
                                                             
4 Mad,  “Warga Keluhkan E-KTP yang Belum Selesai” diakses dari http://www.kabarmakassar.com/warga-
keluhkan-e-ktp-yang-belum-selesai/  pada tanggal 15 November 2015 pukul 19.50 WITA 
5 Muh. Irham, “Pengurusan E-KTP di Bontoala Sungguh Lama” diakses dari 
http://makassar.tribunnews.com/2011/11/02/pengurusan-e-ktp-di-bontoala-sungguh-lama pada tanggal 15 
November 2015 pukul 20.30 WITA 
6Suryana Anas, “Mengurus E-KTP di Makassar Bisa Setahun” diakses dari 
http://makassar.tribunnews.com/2015/02/26/mengurus-e-ktp-di-makassar-bisa-setahun pada tanggal 17 
November 2015 pukul 15.12 WITA 
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Makassar masih menemui kendala. Hal tersebut, kata Danny, bukan 
karena tidak ada pelayanan, namun keterbatasan alat cetak KTP yang 
belum diberikan pemerintah pusat kepada Pemkot Makassar. 
“Percetakannya kita jadi kendala, kenapa sering terlambat warga 
dapat KTP karena di kecamatan di data diusulkan ke Jakarta 
dicetaknya, dan dikembalikan ke Discapil. Ini yang repot,”tuturnya7 
 Prosedur pelayanan yang panjang dan rumit tentu menciptakan 
opportunity costs yang tinggi bagi para pengguna untuk berhubungan 
dengan para penyelenggara layanan. Para pengguna layanan menjadi 
terdorong mencari cara mudah untuk menyiasati prosedur pelayanan 
yang sangat sulit dipenuhi itu dengan cara yang tidak wajar pula.8 
 Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban pengguna dan 
penyelenggara layanan mengindikasikan beberapa hal. Pertama, 
kondisi ini menunjukkan betapa lemahnya posisi tawar warga 
dihadapan pemerintah. Pemerintah memiliki posisi yang terlalu kuat 
dihadapan para warganya.9 Pemerintah dapat menuntut warga 
pengguna untuk melakukan banyak hal agar dapat mengakses 
pelayanan, sementara pada saat yang sama hak-hak warga pengguna 
                                                             
7 Muh. Asrul, “Makassar Belum Siap Laksanakan E-KTP Seumur Hidup, Ini Kendalanya” diakses dari 
http://sulsel.pojoksatu.id/read/2016/02/04/makassar-belum-siap-laksanakan-e-ktp-seumur-hidup-ini-
kendalanya/ pada tanggal 05 Februari 2016 pukul 17.49 WITA. 
8 Agus Dwiyanto (Editor), Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik, Gadjah Mada University 
Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 232 
9 Ibid., hlm. 233 
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tidak diperhatikan. Tentu hal ini menunjukkan bahwa betapa buruknya 
pengelolaan tata pemerintahan (bad governance).10 
 Para pejabat birokrasi pelayanan sering mengatakan bahwa 
mereka telah mengumumkan prosedur pelayanan di dekat loket 
pelayanan. Namun karena prosedur pelayanan hanya mengatur 
kewajiban dari para pengguna dan mengabaikan hak-hak mereka, 
maka fenomena tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dapat 
berperilaku ganda terkait dengan transparansi.11 Pemerintah 
cenderung bertindak transparan untuk hal-hal yang terkait dengan 
kewajiban warga tetapi pemerintah tidak bertindak transparan untuk 
hal yang terkait dengan hak-hak warga.12 
 Dari uraian di atas, peneliti tertarik dan ingin lebih mengetahui 
tentang pelayanan publik yang diterapkan dalam masyarakat, apakah 
pelayanan publik telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2013 tentang E-KTP dan juga apakah telah sesuai dengan 
harapan masyarakat. Peneliti akan menuangkannya dalam proposal 
peneliti yang berjudul : “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Pelayanan 
Pembuatan E-KTP di Kota Makassar.” 
 
                                                             





B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana prosedur dan tata cara pembuatan E-KTP sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku? 
2. Bagaimana pelayanan para pelaksana terhadap masyarakat dalam 
pembuatan E-KTP? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami prosedur dan 
tata cara pembuatan mengenai E-KTP yang sesuai dalam 
perundang-undangan. 
2. Agar mengetahui seberapa jauh kinerja dari para pelaksana 
terhadap masyarakat dalam pelayanan E-KTP. 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Secara teoretis 
Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memperkaya ilmu 
terutama dalam hal pelayanan publik, seperti bagaimana 
seharusnya bersikap dalam melayani setiap masyarakat tanpa 
terkecuali. Agar nantinya pelayanan publik (pembuatan E-KTP) 
dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya sesuai prosedur 
dalam peraturan perundang-undangan yakni Undang – Undang 
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang – 





2. Secara praktis 
Hasil penelitian ini, kiranya dapat menjadi masukan bagi para 
























A.  Hukum Administrasi Negara 
 1. Pengertian 
 Istilah administrasi (administration) dapat diterjemahkan sebagai 
pemerintah dan admistrare sebagai to manage yaitu mengelola atau 
melayani. Dalam konteks ini hukum administrasi negara dipahami 
sebagai himpunan peraturan yang mengatur hubungan antara 
administrasi negara dengan warga masyarakat, dimana administrasi 
negara diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukum sebagai 
implementasi untuk policy dari suatu pemerintahan yang legitimit. 
(D.H. Koentjoro, 2004:4)13 
 Djokosutono memandang hukum admistrasi negara sebagai 
hukum mengenai hubungan-hubungan antara jabatan-jabatan negara 
satu sama lainnya serta hubungan-hubungan hukum antara jabatan-
jabatan negara itu dengan para warga masyarakat.14  
 Berbeda dengan Kusumadi Pudjosewojo yang merumuskan 
bahwa hukum administrasi negara sebagai penguasa menjalankan 
usaha-usaha untuk memenuhi tugas-tugas atau cara bagaimana 
                                                             
13 Nomensen Sinamo, Hukum Administrasi Negara, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2015, hlm. 6 
14 Ibid., hlm. 8 
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penguasa itu seharusnya bertingkah laku dalam mengusahakan tugas-
tugasnya.15 
 Awal abad 20 muncul konsep baru negara hukum materiil yaitu 
mengutamakan kepentingan rakyat yang populer disebut negara 
kesejahteraan (welfare state) atau disebut juga konsep negara hukum 
modern. Dari sinilah pemikiran hukum administratif negara mulai 
diletakkan dan tugas negara sebagai Bestuurzorg yaitu 
menyelenggarakan dan meningkatkan kesejahteraan umum yang 
membawa konsekuensi pemerintah harus aktif dalam pergaulan 
manusia atau negara campur tangan dalam urusan kemakmuran 
rakyat (Sri Pujiastuti, 2004 : 15)16 
2. Pendekatan Administrasi Negara 
 Dibawah ini ada berbagai macam pendekatan yang menghasilkan 
aneka wajah administrasi negara diantaranya : 
1. Administrasi Negara sebagai salah satu dari kedua fungsi 
pemerintahan yang baik.  
W. Wilson dalam tulisan “The Study of Administration” dan 
Frank J Goodnow dalam “Politics and Administration keduanya 
mengkritik tentang adanya doktrin “Pemisahan kekuasaan 
menjadi tiga” (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) dan sebagai 
                                                             
15 Ibid., hlm. 9 
16 Ibid., hlm. 11 
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gantinya dikemukakan bahwa setiap sistem pemerintahan 
mempunyai 2 fungsi pokok yaitu17 : 
a. Politik, segala sesuatu yang berhubungan dengan 
penyataan kehendak dari pada negara; 
b. Administrasi, segala sesuatu yang berhubungan 
dengan pelaksanaan kehendak tersebut. 
Pembagian ini hanyalah berarti bahwa golongan politisi 
mengkhususkan diri pada soal-soal pembuatan kebijakan 
(policymaking) sedangkan golongan administrator 
mengkhususkan diri pada soal-soal administrasi (policy 
executing).18 Jadi jelas bahwa administrasi Negara mempunyai 
“wajah” sebagai fungsi, terdiri dari kegiatan dan tindakan-
tindakan untuk melaksanakan (eksekusi) kehendak dari pada 
negara, kehendak mana tercantum dalam kebijakan umum 
yang telah dirumuskan sebagai hasil dari fungsi politik.19 
2. Administrasi Negara sebagai salah satu cabang dari 
pemerintahan. 
Organisasi administrasi ini akan terdiri dari gabungan jabatan-
jabatan di mana di dalamnya berhimpun sekelompok orang-
orang yang secara kesatuan melakukan kegiatan atau tindakan 
                                                             
17 S. Pamudji., Ekologi Administrasi Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 25 




untuk mencapai tujuan Negara. Dalam hal ini administrasi 
Negara mempunyai wajah (muka) sebagai suatu institusi.20 
3. Administrasi Negara beraspek yuridis. 
Dinas-dinas, jawatan-jawatan dan organisasi administratif 
diciptakan oleh hukum, dan mereka itu diadakan untuk 
melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum. Hukum undang-
undang menetapkan kekuasaan, merincikan tugas-tugas dan 
membatasi wewenang mereka, serta menyediakan alat hukum 
bagi warga negara untuk menyanggah/menentang 
penyalahgunaan kekuasaan administrasi dan penggunaan 
kekuasaan yang melampaui batas.21 
4. Administrasi Negara sebagai profesi. 
Pertanggungjawaban yang pokok bagi seorang politisi ialah 
mewakili orang yang telah memilihnya. Untuk melaksanakan 
tugas ini ia harus mempunyai kecakapan-kecakapan tertentu, 
akan tetapi tidak diperlukan adanya pendidikan dan latihan 
formal yang mendalam. Administrator adalah seorang 
“profesional” dalam arti bahwa ia adalah seorang spesialis yang 




                                                             
20 Ibid., hlm. 26 
21 Ibid.,  
22 Ibid.,  hlm. 28 
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5. Administrasi Negara sebagai managemen. 
Dwight Waldo telah mendefinisikan “maanagemen” sebagai 
“action intended to achive rational cooperation in an 
administration system.” (tindakan dengan maksud untuk 
mencapai hubungan kerjasama yang rasional dalam suatu 
sistem administrasi.23 
6. Administrasi Negara sebagai seni dan ilmu. 
 Suatu praktek administrasi negara, kebanyakan masih 
merupakan suatu seni, yaitu seni untuk menggunakan institusi-
institusi, keputusan-keputusan yang sifatny subjektif dan 
kecakapan-kecakapan yang tidak dapat diajarkan atau 
dilimpahkan kepada pihak lain. Sebaliknya suatu studi 
administrasi Negara dapat dianggap sebagai suatu ilmu, tetapi 
tidak sebagai ilmu seperti ilmu alam, kimia, dan biologi 
melainkan sebagai lapangan studi yang dapat menggunakan 
metode ilmiah.24 
7. Administrasi Negara sebagai suatu proses. 
Tujuan yang hendak dicapai dengan proses administratif itu di 
dalam pemerintahan disebut dengan satu atau dua istilah yaitu 
dinas publik (public services). Dengan demikian dimaksudkan 
“proses administrasi Negara” adalah : serangkaian kegiatan-
kegiatan yang meliputi membuat rencana-rencana mengambil 
                                                             
23 Ibid., hlm. 29 
24 Ibid., hlm 30 
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  A 
  C   B 
keputusan-keputusan, dan tindakan-tindakan yang ditujukan 
untuk melaksanakan/menyelenggarakan dinas-dinas publik. 
Dinas-dinas publik tersebut bertugas melayani anggota 
masyarakat oleh karenanya dinas publik kadang-kadang 
diartikan “abdi rakyat”. Kebutuhan masyarakat disalurkan 
kepada badan-badan pembuat politik (policy making organs) 
atau kepada pemerintah dimana kebijakan (policy) dirumuskan 
dan dituangkan ke dalam bentuk undang-undang, peraturan 
dan keputusan-keputusan, dan kemudian ditugaskan kepada 
badan-badan administratif untuk melaksanakan kebijakan 
tersebut yang merupakan perwujudan dari kepentingan 
masyarakat.25 
 Diagram dibawah ini akan memberikan gambaran lebih jelas. 
 
  
     Rakyat 
 
                      Pelaksana                                    Pembuat politik 
 
  
                                                            Diagram 1.0 
                        Hubungan antara Rakyat, Pelaksana, dan Pembuat Politik 
                                                             
25 Ibid., hlm. 31 
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 Penjelasan : 
Disini terdapat 3 kelompok atau 3 sektor yang terlibat di dalam 
proses administrasi negara yaitu26: 
a. Rakyat (public) 
 Sumber dari pada kebutuhan-kebutuhan atau tuntutan 
untuk diadakannya dinas publik. 
 Pihak yang menerima, menggunakan, menikmati dan 
menilai dinas-dinas publik. 
 Pengawas dari pada proses administrasi, melalui hak pilih 
mereka untuk pembuat politik (policy makers). 
b. Pembuat politik (policy makers) 
 Terdiri dari anggota-anggota eksekutif yang dipilih, dan 
anggota legislatif, yang kesemuanya menerima dan 
menafsirkan bahan-bahan keterangan dari rakyat, menilai 
kepentingan-kepentingan rakyat, menimbang-nimbang 
kepentingan yang saling bertentangan. 
 Menentukan mana yang mungkin dan dapat dilaksanakan, 
meneruskan kebijakan-kebijakan umum (public policies). 
 Menciptakan badan-badan administratif dan melimpahkan 
tugas dan tanggung jawab kepada mereka. 
c. Pelaksana (the effectors – administrators). 
                                                             
26 Ibid., hlm. 32 
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 Terdiri dari pegawai-pegawai dan pekerja-pekerja yang 
terorganisir. 
 Mereka bersama-sama sebagai kelompok atau sendiri-
sendiri menafsirkan kebijakan umum. 
 Merumuskan rencana-rencana dan menyusun organisasi 
dan prosedur (tata kerja) untuk melaksanakan kebijakan 
umum dan menjalankan dinas publik. 
 Proses A ke B meliputi : pemilihan dan pengawasan 
terhadap penentu kebijakan (policy makers) yaitu para 
anggora-anggota legislatif dan pejabat-pejabat eksekutif 
yang dipilih; mengajukan aspirasi (kebutuhan dan 
kepentingan) rakyat, dengan melalui petisi, persidangan, 
pembentukan pendapat umum, media massa dan 
sebagainya. 
Proses B ke C meliputi : pemberian kewenangan dan 
tanggung jawab (kewajiban) kepada dinas-dinas, jawatan-
jawatan dan badan-badan administratif, serta pegawai-
pegawainya dengan Undang-Undang, Peraturan 
Pemerintah, perintah-perintah dan sebagainya; 
pengangkatan dan kalau perlu pemberhentian (pemecatan) 
administrator; penyediaan biaya-biaya operasi; pengawasan 
dengan jalan pertanggunganjawab keuangan, penyelidikan, 
supervisi, instruksi, dan sebagainya. 
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Proses C ke A meliputi : pemenuhan aspirasi rakyat dengan 
melayani kepentingan rakyat melalui dinas-dinas 
pemerintahan (publik services); untuk keperluan ini 
disusunlah suatu organisasi administratif yang mencakup 
banyak pegawai (administrators) dengan berbagai macam 
pengetahuan, keahlian dan kecakapan.  
Proses balik dapat saja terjadi, misalnya dari A ke C, 
meliputi tanggapan dari rakyat terhadap pelayanan dinas-
dinas; dapat berwujud kritik-kritik keluh kesah celaan, 
ketidakpercayaan dan sebagainya disatu pihak, pujian, 
penghargaan, kepercayaan dukungan, dan sebagainya dilain 
pihak. 
Proses balik dari C ke B, meliputi : pemberian laporan 
kepada pembuat kebijakan baik laporan biasa maupun 
laporan luar biasa; baik laporan tertulis maupun laporan 
lisan; penyelenggaraan dengar pendapat dengan komisi-
komisi dari DPR, penelaahan dan pembahasan RAPBN, 
penyampaian usul-usul kepada DPR berdasarkan hasil-hasil 
riset administratif. 
Proses balik B ke A, meliputi penyampaian laporan kepada 
rakyat dengan melalui rapat-rapat umum, kampanye 
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pemilihan umum, penyataan-penyataan, konperensi-
konperensi dan sebagainya. 
B.  Kewenangan Pemerintah 
 1. Pengertian 
  Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum 
Administrasi Negara. Menurut Bagir Manan, wewenang dalam 
bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (macht).27 Menurut  P. 
Nicolai, kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan 
hukum tertentu {yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk 
menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai timbul dan 
lenyapnya akibat hukum}. Hak berisi kebebasan untuk melakukan 
atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain 
untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat 
keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan 
tertentu.28  
 Menurut H.D. Stout, wewenang adalah pengertian yang berasal 
dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai 
keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan 
                                                             




penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di 
dalam hubungan hukum publik.29  
 Asas Legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang 
dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan 
pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum.30 Asas 
legalitas berkaitan erat dengan gagasan-gagasan negara hukum. 
Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk undang-undang 
dan berbagai keputusan mendapat persetujuan dari wakil rakyat dan 
sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat.31 Gagasan 
negara hukum menuntut agar penyelenggaraan urusan kenegaran 
dan pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang dan 
memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat. Asas legalitas 
menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintahan dan jaminan 
pelindungan dari hak-hak rakyat.32 Penerapan asas legalitas, 
menurut Indrohanto, akan menunjang berlakunya kepastian hukum 
dan kesamaan perlakuan.33 
2. Sumber dan Cara Memperoleh Wewenang Pemerintahan 
  Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas, 
maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang 
pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Secara 
                                                             
29 Ibid., hlm. 98 






teoretik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-
undangan tersebut diperoleh melalui 3 cara yaitu34:  
1. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh 
pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan; 
2.  Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari 
satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan 
lainnya; 
3. Mandat adalah terjadi ketika organ pemerintahan 
mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas 
namanya. 
Lebih diperjelas, wewenang atribusi (atributie bevoegdheid), 
adalah wewenang pemerintah yang diperoleh dari peraturan 
perundang-undangan, artinya wewenang pemerintah dimaksud telah 
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
wewenang ini kemudiann yang disebut asas legalitas 
(legalitietbeginsel), wewenang ini dapat dilegasikan maupun 
dimandatkan.35 
Wewenang delegasi (delegatie bevogdheid), adalah wewenang 
yang diperoleh  atas dasar pelimpahan wewenang dan badan/organ 
pemerintahan yang lain. Sifat wewenang delegasi adalah 
                                                             
34 Ibid., hlm. 102 
35 Nomensen Sinamo, op.cit., hlm. 105 
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pelimpahan yang bersumber dan wewenang atribusi. Akibat hukum 
ketika wewenang dijalankan adalah menjadi tanggung jawab 
penerima delegasi (delegataris), dan wewenang tersebut tidak dapat 
digunakan lagi oleh pemberi wewenang, kecuali pemberi wewenang 
(delegans) menilai terjadi penyimpangan atau pertentangan dalam 
menjalankan wewenang tersebut, sehingga wewenang dicabut 
kembali oleh pemberi delegasi. Kesimpulannya wewenang delegasi 
dapat dicabut kembali oleh pemberi wewenang apabila dinilai ada 
pertentangan dengan konsep dasar pelimpahan wewenang.36 
Wewenang mandat (mandaat bevoegdheid), adalah pelimpahan 
wewenang yang pada umumnya dalam hubungan rutin antara 
bawahan dengan atasan, kecuali dilarang secara tegas oleh 
peraturan perundang-undangan. Ditinjau dari segi tanggung jawab 
dan tanggunggugatnya, maka wewenang mandat tanggung jawab 
dan tanggunggugatnya tetap berada pada pemberi mandat 
(mandans), penerima mandat (mandataris) tidak dibebani tanggung 
jawab dan tanggunggugat atas wewenang yang dijalankan. Setiap 
saat wewenang tersebut dapat digunakan atau ditarik kembali oleh 
pemberi mandat.37 
Adapun perbedaan antara delegasi dan mandat. Delegasi adalah 
pelimpahan wewenang, namun mandat adalh perintah untuk 
                                                             
36 Ibid., hlm 106 
37 Ibid.,  
22 
 
melaksanakan. Kewenangan pada delegasi tidak dapat dijalankan 
secara insidental oleh organ yang memiliki wewenang asli, tetapi 
pada mandat kewenangan dapat dilaksanakan oleh mandans. 
Delegasi merupakan peralihan tanggung jawab, sedangkan mandat 
tidak terjadi peralihan. Delegasi adalah pelimpahan wewenang yang 
harus berdasarkan UU dan harus tertulis, tetapi pada mandat tidak 
harus berdasarkan UU serta dapat tertulis maupun secara lisan.38 
C.  Pelayanan Publik 
      1. Pengertian 
 Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik Pasal 1 Ayat (1) berbunyi :  
“Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan 
penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif 
yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.” 
 
 Menurut Kotler, pelayanan adalah setiap kegiatan yang 
menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan 
menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu 
produk secara fisik.39 Sementara dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI)  dijelaskan pelayanan sebagai hal,  cara, atau hasil 
pekerjaan melayani. Sedangkan melayani adalah menyuguhi (orang) 
                                                             
38 Ridwan HR, op.cit.,  hlm. 106 
39 Lijan Poltak Sinambela, dkk., Reformasi Pelayanan Publik, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm 5 
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dengan makan atau minuman; menyediakan keperluan orang; 
mengiyakan, menerima; menggunakan.40 
 Sementara itu, istilah publik berasal dari Bahasa Inggris public 
yang berarti umum, masyarakat, negara. Kata publik sebenarnya 
sudah diterima menjadi Bahasa Indonesia Baku menjadi Publik yang 
berarti umum, orang banyak, ramai.41 Pada dasarnya setiap manusia 
membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan 
bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan 
manusia. 
 Pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang 
dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki 
setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau 
kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak 
terikat pada suatu produk secara fisik.42 
 Pelayanan publik diartikan, pemberian layanan (melayani) 
keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan 
pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang 
telah ditetapkan.43 
 
                                                             
40 J.S. Badudu, Sutan Mohammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 
2001, hlm. 781 
41 Ibid, hlm. 1095 
42 Agung Kurniawan, Transformasi Pelayanan Publik, Pembaruan, Yogyakarta, 2005, hlm. 1 
43 Ibid, hlm. 1 
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1. Kualitas Pelayanan Publik 
Pelayanan harus memiliki tolak ukur untuk menunjang 
pelayanan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal (21) telah 
dirangkum secara jelas mengenai standar pelayanan yang 
baik, yakni : 
a. Dasar hukum; 
b. Persyaratan; 
c. Sistem, mekanisme, dan prosedur; 
d. Jangka waktu penyelesaian; 
e. Biaya/tarif; 
f. Produk pelayanan; 
g. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; 
h. Kompetensi pelaksana; 
i. Pengawasan internal; 
j. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan; 
k. Jumlah pelaksana; 
l. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan 
dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; 
m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam 
bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari 
bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan 
n. Evaluasi kinerja pelaksana44 
Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah 
memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu 
dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari45 : 
a. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, 
mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang 
                                                             
44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) 




membutuhkan dan disediakan secara memadai serta 
mudah dimengerti; 
b. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat 
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 
c. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi 
dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan 
tetap berpegang pada prinsip efisensi dan efektivitas; 
d. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran 
serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik 
dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan 
masyarakat; 
e. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan 
diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, 
agama, golongan, status sosial, dan lain-lain; 
f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang 
mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan 
penerima pelayanan publik. 
Perilaku pelaksana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal (34) yang 
berbunyi : 
a. Adil dan tidak diskriminatif; 
b. Cermat; 
c. Santun dan ramah; 
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d. Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-
larut; 
e. Profesional; 
f. Tidak mempersulit; 
g. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar; 
h. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas 
intitusi penyelenggara; 
i. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib 
dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan; 
j. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk 
menghindari benturan kepentingan; 
k. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta 
fasilitas pelayanan publik; 
l. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan 
dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif 
dalam memenuhi kepentingan masyarakat; 
m. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau 
kewenangan yang dimiliki; 
n. Sesuai dengan kepantasan; dan 
o. Tidak menyimpang dari prosedur. 
Kualitas pelayanan berhubungan erat dengan pelayanan yang 
sistematis dan komprehensif yang lebih dikenal dengan 
konsep pelayanan prima. Aparat pelayanan hendaknya 
memahami variabel-variabel pelayanan prima seperti yang 
terdapat dalam agenda perilaku pelayanan prima sektor publik 
SESPANAS LAN. Variabel dimaksud adalah : 
a. Pemerintahan yang bertugas melayani; 
b. Masyarakat yang dilayani pemerintah; 
c. Kebijaksanaan yang dijadikan landasan pelayanan publik; 
d. Peralatan atau sarana pelayanan yang canggih; 




f. Kualitas pelayanan yang  memuaskan masyarakat sesuai 
dengan standar dan asas pelayanan masyarakat; 
g. Manajemen dan kepemimpinan serta organisasi pelayanan 
masyarakat; 
h. Perilaku pejabat yang terlibat dalam pelayanan masyarakat, 
apakah masing-masing telah menjalankan fungsi mereka. 
Layanan sepenuh hati, bisa membantu kita menyisihkan 
waktu untuk memahami orang lain dan peduli terhadap 
perasaan mereka. Nilai yang sebenarnya dalam layanan 
sepenuh hati menurut Patricia Patton terletak pada 
kesungguhan 4 sikap “P”46  yaitu : 
a. Passionate (gairah). Ini menghasilkan semangat yang 
besar terhadap pekerjaan, diri sendiri, dan orang lain. 
Antusiasme dan perhatian yang dibawakan pada layanan 
sepenuh hati akan membedakan bagaimana memandang 
diri sendiri dan pekerjaan dari tingkah laku dan cara 
memberi layanan kepada para konsumen. Mereka 
mengetahui apakah kita menghargai mereka atau tidak. 
Gairah berarti menghadirkan kehidupan dan vitalitas dalam 
pekerjaan. 
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b. Progressive (progresif). Penciptaan cara baru dan menarik 
untuk meningkatkan layanan dan gaya pribadi. Pekerjaan 
apa pun yang kita tekuni, jika memiliki gairah dan pola pikir 
yang progresif, akan menjadikan pekerjaan lebih menarik. 
Bersikap kreatif itu dimulai dari berpikir, bukannya 
membatasi diri sendiri terhadap cara memberi layanan. 
c. Proactive (proaktif). Supaya aktif harus melibatkan 
pekerjaan kita. Banyak orang yang hanya berdiam diri dan 
menanti disuruh meakukan sesuatu bila diperlukan. Untuk 
mencapai kualitas layanan yang lebih bagus diperlukan 
insiatif yang tepat. Nilai tambah layanan sepenuh hati 
merupakan alasan yang mendasari mengapa melakukan 
sesuatu bagi orang lain. 
d. Positive (positif). Senyum merupakan isyarat universal yang 
dipahami semua orang dimuka bumi ini. Berlaku positif itu 
sangat menarik. Sikap ini dapat mengubah suasana dan 
kegairahan pada hampir semua interaksi konsumen. 
Adapun 10 prinsip pelayanan umum diatur dalam Keputusan 
Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 
63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum 
29 
 
Penyelenggaran Pelayanan Publik, kesepuluh prinsip tersebut 
sebagai berikut47: 
a. Kesederhanaan; prosedur pelayanan publik tidak berbelit-
belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan; 
b. Kejelasan;  
 Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik; 
 Unit kerja/pejabat yang berwenang dan 
bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan 
penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam 
pelaksanaan pelayanan publik; 
 Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara 
pembayaran; 
c. Kepastian waktu; pelaksanaan pelayanan publik dapat 
diselesaikan dalam kurun waku yang telah ditentukan; 
d. Akurasi; produk pelayanan publik diterima dengan benar, 
tepat, dan sah. 
e. Keamanan; proses dan produk pelayanan publik 
memberikan rasa aman dan kepastian hukum; 
f. Tanggung jawab; pimpinan penyelenggara pelayanan 
publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas 
penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian 
keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik; 
                                                             




g. Kelengkapan sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja 
dan pendukung lainnya yang memadai termasuk 
penyediaan sarana teknologi, telekomunikasi, dan 
informatika; 
h. Kemudahan akses; tempat dan lokasi sarana prasarana 
pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh 
masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi 
telekomunikasi dan informasi; 
i. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan; pemberi 
pelayanan harus bersikap displin, sopan santun ramah, 
serta memberikan pelayanan yang ikhlas; 
j. Kenyamanan; lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, 
disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapih, 
lingkungan yang indah dan sehat, serta dilengkapi dengan 
fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat 
ibadah dan lainnya. 
2. Teknik Pelayanan 
Dalam pandangan Albrecht dan Zemke (1990 : 41), kualitas 

















Sumber: Albrecht and Zemke, 1990 : 41 
Gambar 1.1  Segitiga Pelayanan Publik 
sistem pelayanan, SDM pemberi layanan, strategi, dan 
pelanggan (customers), seperti yang terlihat pada Gambar 
1.1. Sistem pelayanan publik yang baik akan menghasilkan 
kualitas pelayanan publik yang baik pula. Suatu sistem yang 
baik memiliki dan menerapkan prosedur pelayanan – yang 
jelas dan pasti – serta mekanisme kontrol di dalam dirinya 
sehingga segala bentuk penyimpangan yang terjadi secara 
mudah dapat diketahui. 
Dalam kaitannya dengan sumber daya manusia (SDM), 
dibutuhkan petugas pelayanan yang mampu memahami dan 
mengoperasikan sistem pelayanan yang baik. Sebagai 







komputer tentu memerlukan petugas yang memiliki 
kompetensi menjalankan teknologi komputer. Disamping itu, 
petugas pelayanan juga harus mampu memahami kebutuhan 
dan keinginan masyarakat.48 
Valerie Zeithaml, Parasurama dan Leonard Berry dalam buku 
mereka “Pengantar Kualitas Pelayanan” yang membahas 
tentang bagaimana tanggapan dan harapan masyarakat 
pelanggan terhadap pelayanan yang mereka terima, baik 
berupa barang maupun jasa. Untuk itu sejalan dengan 
bahasan tulisan ini perlu dipertegaskan dalam 2 hal yaitu49 : 
a. Mengapa pelayanan diberbagai Kabupaten Daerah 
Tingkat II, masih kurang bermutu, relatif tinggi dan lama 
penyelesaiannya. 
b. Faktor apa saja yang menyebabkan hal-hal tersebut 
terjadi, kendati kultur daerah-daerah di Indonesia masih 
relatif ramah. 
Dalam hal ini memang yang menjadi tujuan pelayanan pada 
umumnya adalah bagaimana mempersiapkan pelayanan 
publik yang dikehendaki atau dibutuhkan publik, dan 
bagaimana menyatakan dengan tepat kepada publik 
                                                             
48 Agus Dwiyanto (Editor),  op.cit., hlm. 141 
49 Ibid.,  
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mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya yang 
direncanakan dan disediakan oleh pemerintah. 
Untuk itu tujuan tersebut diperinci sebagai berikut : 
a. Menentukan pelayanan publik yang disediakan, apa saja 
macamnya; 
b. Memperlakukan pengguna pelayanan, sebagai customers. 
c. Berusaha memuaskan pengguna pelayanan, apa yang 
diinginkan mereka; 
d. Mencari cara penyampaian pelayanan yang paling baik dan 
berkualitas; 
e. Menyediakan cara-cara, bila penggunaan pelayanan tidak 
ada pilihan lain. 
Untuk itu ada beberapa ketentuan dalam melihat kualitas 
pelayanan yaitu sebagai berikut : 
a. Adanya keandalan; 
b. Adanya tanggapan baik; 
c. Adanya kecakapan yang berwenang; 
d. Adanya jalan untuk memulai; 
e. Adanya sopan santun; 
f. Adanya hubungan baik; 
g. Adanya kepercayaan; 
h. Adanya jaminan; 
34 
 
i. Adanya pengertian; 
j. Adanya penampilan yang baik.50 
Jadi, yang namanya pelayanan terdiri dari 3 unsur pokok, 
yaitu sebagai berikut51 : 
a. Biayanya relatif harus lebih rendah; 
b. Waktu untuk mengerjakan relatif cepat, dan 
c. Mutu yang diberikan relatif lebih bagus 
3. Klasifikasi Pelayanan Publik 
Pelayanan publik yang harus diberikan oleh pemerintah dapat 
diklasifikasikan ke dalam 2 kategori utama, yaitu : pelayanan 
kebutuhan dasar dan pelayanan umum. Mahmudi (2005: 205-
210) menjelaskan sebagai berikut52 : 
 Pelayanan Kebutuhan Dasar 
Pelayanan kebutuhan dasar yang harus diberikan oleh 
pemerintah meliputi: kesehatan, pendidikan dasar, dan 
bahan kebutuhan pokok masyarakat. 
a. Kesehatan. 
Kesehatan merupakan salah sau kebutuhan dasar 
masyarakat, maka kesehatan adalah hak bagi setiap 
warga masyarakat yang dilindungi oleh Undang-Undang 
Dasar. 
                                                             
50H. Inu Kencana Syafiie, Etika Pemerintahan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 200 
51 Inu Kencana Syafiie, Sistem Administrasi Negara, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 117 
52 Hardiyansyah, Kualitas Pelayanan Publik, Gava Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 20-23 
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b. Pendidikan Dasar 
Bentuk pelayanan dasar lainnya adalah pendidikan 
dasar. Sama halnya dengan kesehatan, pendidikan 
merupakan suatu bentuk investasi sumber daya 
manusia. 
c. Bahan Kebutuhan Pokok 
Dalam hal penyediaan bahan kebutuhan pokok, 
pemerintah perlu menjamin stabilitas harga kebutuhan 
pokok masyarakat dan menjaga ketersediannya di pasar 
maupun di gudang dalam bentuk cadangan atau 
persediaan. 
 Pelayanan Umum 
Selain pelayanan kebutuhan dasar, pemerintah sebagai 
instansi penyedia pelayanan publik juga harus memberikan 
pelayanan umum kepada masyarakatnya. Pelayanan 
umum yang harus diberikan pemerintah terbagi menjadi 3 
kelompok yaitu: 
a. Pelayanan administratif. 
Pelayanan administratif adalah pelayanan berupa 
penyediaan berbagai bentuk dokumen yang dibutuhkan 
oleh publik, misalnya: Pembuatan Kartu Tanda 
Penduduk (KTP), Sertifikat Tanah, Akta Kelahiran, Akta 
Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), 
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Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Izin 
Mendirikan Bangunan, Paspor, dan sebagainya. 
b. Pelayanan Barang 
Pelayanan Barang adalah pelayanan yang menghasilkan 
berbagai bentuk/jenis barang yang menjadi kebutuhan 
publik, misalnya: jaringan telepon, penyediaan tenaga 
listrik, dan penyediaan air bersih. 
c. Pelayanan Jasa. 
Pelayanan Jasa adalah pelayanan yang menghasilkan 
berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik, misalnya: 
pendidikan tinggi dan menengah, pemeliharaan 
kesehatan, penyelenggaraan tranportasi, pelayanan 
sosial. 
Namun, Laing (2003) menyebutkan ada beberapa 
karakteristik yang dapat dipakai untuk mendefinisikan apa 
yang dikategorikan sebagai pelayanan publik secara lebih 
terperinci. Pertama, dalam kegiatan penyediaan barang 
dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, pelayanan publik 
dicirikan oleh adanya pertimbangan untuk mencapai tujuan 
politik yang lebih besar dibanding dengan upaya untuk 
mewujudkan tujuan ekonomis. Jika pelayanan yang 
diberikan oleh swasta pada umumnya lebih banyak 
didasarkan pada pertimbangan ekonomi (memperoleh 
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keuntungan), maka penyediaan layanan publik oleh 
pemerintah tidak didasarkan pada pertimbangan untuk 
memperoleh keuntungan ekonomi semata, melainkan lebih 
banyak didasarkan pada pertimbangan untuk mewujudkan 
keadilan sosial bagi masyarakat.53 
D. Penduduk 
  1. Pengertian 
Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 1 
ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan bahwa: “Penduduk ialah Warga Negara Indonesia 
dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia”.  
Menurut Pasal 1 ayat (1) Permendagri Nomor 28 tahun 2005 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan 
Pencatatan Sipil di Daerah juga menjelaskan bahwa: “Penduduk 
adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang masuk 
secara sah serta bertempat tinggal diwilayah Indonesia sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan”.  
 
 
                                                             
53 Agus Dwiyanto (Editor), op.cit., hlm. 179 
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 2. Hak Penduduk 
 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat (2) berbunyi : 
“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus 
untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna 
mencapai persamaan dan keadilan.”  
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia  Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) berbunyi : 
 “Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau 
mempertahankan status kewarganegaraannya.”  
 
 “Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa 
diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat 
pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya 
sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.”  
 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan Pasal 2 berbunyi : 
a. Hak untuk memperoleh dokumen kependudukan. 
 Setiap penduduk berhak mendapatkan dokumen 
kependudukannya sebagai penduduk dimana ia berdomisili. Di 
dalam dokumen kependudukan tersebut yang tersirat di 
dalamnya adalah data tentang keadaan dan peristiwa 
penduduk yang bersangkutan. 
b. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam 
pendaftaran administrasi kependudukan. 
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 Penduduk mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan 
tanpa diskriminasi oleh pemberi pelayanan dalam hal 
pendaftaran administrasi kependudukan. 
c. Hak untuk memperoleh perlindungan atas data pribadi. 
 Data kependudukan yang telah terdaftar dalam dokumen 
kependudukan harus dilindungi oleh negara agar tidak 
disalahgunakan oleh orang lain yang tidak bertanggungjawab 
terhadap data pribadi kependudukan tersebut. 
d. Hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan 
dokumen. 
 Dokumen kependudukan yang dimiliki oleh penduduk yang 
bersangkutan harus ada jaminan kepastian hukumnya oleh 
Negara 
e. Hak untuk memperoleh informasi-informasi mengenai hasil 
pendaftaran kependudukan atas dirinya dan/atau keluarganya. 
 Penduduk yang telah mendaftar peristiwa kependudukannya 
berhak untuk mengetahui hasil pendaftaran yang dilakukan. 
f. Hak untuk memperoleh ganti rugi dan pemulihan nama baik 
sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan 
pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh 
instansi pelaksana. 
 Penduduk berhak untuk menuntut keadilan, apabila data 
kependudukannya salah dipergunakan. 
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Masyarakat memiliki hak dalam menuntut untuk dilayani 
sebagaimana mestinya.54  
Salah satu dari penerapan pelayanan publik, adalah proses 
pembuatan E-KTP. Dalam proses pembuatan E-KTP tentunya ada 
kerjasama yang baik antara 2 pihak; masyarakat dan pelaksana 
pelayanan publik, agar kepentingan masyarakat tercapai (baik dari segi 
ketepatan waktu dan pelayanan yang memuaskan) dan kewajiban dari 
pelaksana dapat terlaksana dengan baik.  
Konsep transparansi menunjuk pada suatu keadaan dimana 
segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka 
dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna dan 
stakeholders yang membutuhkan. Jika segala aspek proses 
penyelenggaraan pelayanan seperti persyaratan, biaya, dan waktu 
yang diperlukan, cara pelayanan, serta hak dan kewajiban 
penyelenggara dan pengguna layanan dipublikasikan secara terbuka 
sehingga mudah diakses dan dipahami oleh publik, maka praktik 
penyelenggaraan pelayanan itu dapat dinilai memiliki transparansi 
tinggi.55 Memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk 
mengetahui berbagai informasi mengenai penyelenggaraan 
pemerintahan, maka dapat mempermudah upaya masyarakat dalam 
menilai keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan publik. 
                                                             
54 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 18i berbunyi : “Masyarakat berhak 
mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan.” 
55 Agus Dwiyanto (Editor), op.cit., hlm. 236 
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Masyarakat secara mudah dapat menentukan apakah akan 
memberikan dukungan kepada pemerintah, atau sebaliknya, kritik dan 
proses perlu dilakukan agar pemerintah lebih berpihak kepada 
kepentingan publik. Lebih dari itu, hak untuk memperoleh informasi 
adalah hak asasi dari setiap warga negara, agar dapat melakukan 
penilaian terhadap kinerja pemerintah secara tepat.56 
E. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) 
1. Dasar Hukum 
 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi 
Kependudukan Pasal 63 Ayat (1) berbunyi :  
“Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang 
memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) 
tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP 
Elektronik.” 
 Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran 
Penduduk Pasal 3 berbunyi : “Setiap penduduk yang telah berusia 
17 (tujuh betas) tahun, atau yang kawin, atau yang pernah kawin, 
wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk”. 
 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang 
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di 
Kota Makassar Pasal 8 Ayat (2) berbunyi : “Setiap Penduduk yang 
telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau belum berusia 17 (tujuh 
                                                             
56 Ibid, hlm. 224 
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belas) tahun tetapi sudah kawin atau pernah kawin , wajib memiliki 
KTP” 
Sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, 
pengaturan tentang Administrasi Kependudukan, termasuk di 
dalamnya pengaturan tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) diatur 
oleh peraturan peninggalan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda 
(Staatsblad) dan setingkat peraturan Menteri. Kondisi ini 
dipergunakan oleh banyak pihak untuk membuat dokumen 
kependudukan, termasuk KTP yang identitas penduduknya tidak 
benar, di samping itu sangat mudah dibuat KTP ganda dan KTP 
palsu. Kondisi ini masih terus berjalan sampai dengan tahun 2009, 
meskipun setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
diterbitkan, kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan 
pelaksanaannya yaitu antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 37 
Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, tetapi 
hal-hal mendasar dalam Administrasi Kependudukan belum dapat 
terimplementasi secara benar dan baik.  
Setelah tersusunnya Kabinet Indonesia Bersatu II Tahun 2009 
Menteri Dalam Negeri mengetahui dan memahami kerugian akibat 
tidak tertibnya Administrasi Kependudukan utamanya menyangkut 
KTP dengan identitas tidak benar, KTP palsu dan KTP ganda, maka 
Menteri Dalam Negeri memberanikan diri untuk mengajukan usulan 
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3 (tiga) Program Strategis Nasional yang meliputi : Pemutakhiran 
Data Kependudukan, Penerbitan Nomor Induk Kependudukan dan 
Penerapan KTP Elektronik (e-KTP). Tiga Program Strategis Nasional 
tersebut mendapat dukungan yang penuh dari Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia (DPRRI). Untuk  penerapan  E-KTP 
 Menteri  Dalam Negeri memprogramkan diselesaikannya dalam 
kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2011 - 2013, guna 
menghentikan berbagai kerugian Negara yang timbul dari tidak 
tertibnya administrasi kependudukan serta terbitnya KTP dengan 
identitas tidak benar, KTP palsu dan KTP ganda (TKI Ilegal, 
trafficking/perdagangan orang, terorisme dan kejahatan perbankan)57  
2. Pengertian E-KTP 
 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi 
Kependudukan Pasal 1 Angka (14) berbunyi : 
  “Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, 
adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip yang 
merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang 
diterbitkan oleh Intansi Pelaksana.” 
 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  67 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 
2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor 
                                                             
57 Muh. Samir, “Sejarah KTP di Indonesia” diakses dari 
http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/detail/sejarah-ktp-di-indonesia pada tanggal 17 Januari 
2016 pukul 21.36 WITA. 
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Induk Kependudukan Secara Nasional Pasal 1 Ayat (3) yang 
berbunyi :  
 “KTP berbasis NIK58, yang selanjutnya disebut KTP Elektronik, 
adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional 
dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai 
identitas resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.”  
Perbedaan antara KTP dan E-KTP dimana KTP berlaku selama 5 











                                                             
58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan Pasal (64) Ayat (2) berbunyi : “NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.” 
59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal (64) Ayat (4a) berbunyi 
: “Untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 tahun” 
60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan Pasal (64) Ayat (4a) berbunyi : “KTP-el untuk Warga Negara Indonesia 





A. Lokasi Penelitian 
Lokasi Penelitian yang akan diteliti, mengenai proses pelayanan 
pembuatan E-KTP yakni di Kantor Kecamatan Tamalate dan Kantor 
Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. 
B. Tipe Penelitian 
Permasalahan yang telah dirumuskan diatas akan dijawab dengan 
menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Yuridis (hukum dilihat 
sebagai norma atau das sollen), karena dalam membahas 
permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum . 
Empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein). 
Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian yang mengkaitkan 
hukum dengan perilaku nyata manusia. Perumusan sederhana ini 
dapat dijadikan pegangan, artinya sampai sejauh mana hukum benar-
benar berlaku di dalam kenyataan pergaulan masyarakat.61 
C. Jenis dan Sumber Data 
Sumber Data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 
mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi 2 
(dua) yaitu : 
                                                             
61 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2005, hlm. 32 
46 
 
1. Data Primer, yakni data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud 
khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. 
Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber 
pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.62 Peneliti melihat 
secara langsung pelaksanaan pelayanan pembuatan E-KTP di 
Kantor Kecamatan Tamalate Kota Makassar. 
2. Data Sekunder, yakni data yang telah dikumpulkan dan ditemukan 
dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder 
adalah buku-buku/literatur, jurnal, peraturan perundang-undangan 
yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.63 
D. Populasi dan Sampel 
 Populasi menurut Sukmadinata (2011:250) mengemukakan bahwa 
populasi adalah “kelompok besar dan wilayah yang menjadi lingkup 
penelitian kita”. Senada dengan itu, Arikunto (2002:108) 
mengemukakan bahwa populasi adalah “keseluruhan subjek 
penelitian”. 
 Populasi yang menjadi tempat penelitian adalah Kantor Kecamatan 
Tamalate dan Kantor Kecamatan Tamalanrea. 
 Menurut Sugiyono (2010:215) sampel adalah “sebagian dari populasi 
itu.” Sampel dari penelitian ini adalah : 
 
 
                                                             






Pegawai Kecamatan Tamalate 1 orang 
Pegawai Kecamatan Tamalanrea 1 orang 
Masyarakat di Kecamatan Tamalate 5 orang 
Masyarakat di Kecamatan Tamalanrea 5 orang 
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
 Untuk memperoleh data yang benar dan akurat maka  pengumpulan 
data memiliki metode sebagai berikut : 
1. Studi Kepustakaan (Library Research) 
Studi kepustakaan adalah dengan mengumpulkan data yang 
dapat dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip dan 
memahami berbagai literatur yang berkaitan dengan 
permasalahan yang diteliti dengan 2 sumber yaitu: 
 Sumber primer, yaitu dengan Undang-Undang yang sesuai 
dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti. 
 Sumber sekunder, yaitu buku-buku literatur serta tulisan 
hukum lainnya yang sesuai dengan masalah yang diteliti. 
2. Studi Lapangan (Field Reasearce) 
Studi Lapangan adalah mengumpulkan data yang dilakukan 
dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek 
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penelitian, yaitu pada Kantor Kecamatan Tamalate dan Kantor 
Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. 
F.  Teknik Analisis Data 
Data yang telah terkumpul dan tersusun, kemudian dianalisis dengan 
menggunakan analisis kualitatif, dengan menjelaskan pelaksanaan 
pembuatan E-KTP dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Prosedur dan Tata Cara Pendaftaran E-KTP 
   Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 
tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor 
Induk Kependudukan secara Nasional Pasal 5 Ayat (1) dan (2) berbunyi 
bahwa: 
1. Persyaratan dan tata cara penerbitan KTP Elektronik secara 
reguler bagi Penduduk WNI yang belum memiliki KTP Elektronik: 
a. Penduduk melapor kepada petugas di tempat pelayanan KTP 
Elektronik, dengan mengisi formulir permohonan dan 
membawa persyaratan berupa : 
1. Nomor Induk Kependudukan Nasional; dan 
2. Fotokopi Kartu Keluarga. 
b. Petugas ditempat pelayanan KTP Elektronik memproses 
dengan tata cara: 
1. Merekam isi formulir permohonan KTP Elektronik ke dalam 
database kependudukan; 
2. Melakukan verifikasi data penduduk secara langsung; 
3. Melakukan pengambilan dan perekaman pas foto, tanda 
tangan, sidik jari penduduk, dan iris mata; 
4. Membubuhkan tanda tangan dan stempel tempat pelayanan 
KTP Elektronik pada Formulir Permohonan; 
5. Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 4 
sebagai bukti telah dilakukan verifikasi, pengambilan dan 
perekaman pas foto, tanda tangan, sidik jari, dan iris mata 
penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 
3; 
6. Melakukan penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada 
angka 3 dan biodata penduduk ke dalam database di tempat 
pelayanan KTP Elektronik; 
7. Data yang disimpan dalam database sebagaimana dimaksud 
pada angka 6 dikirim melalui jaringan komunikasi data ke 
server Automated Fingerprint Identification System di pusat 
data Kementerian Dalam Negeri; 
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8. Data penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 7 
disimpan dan dilakukan proses identifikasi ketunggalan jati 
diri seseorang; 
9. Hasil identifikasi sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud 
pada angka 8, apabila: 
a. Identitias tunggal data dikembalikan ke tempat pelayanan 
KTP Elektronik; 
b. Identitas ganda dilakukan klarifikasi dengan tempat 
pelayanan KTP Elektronik. 
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota 
melakukan personalisasi data yang sudah diidentifikasi 
sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf a ke dalam 
blangko KTP Elektronik; 
11. Setelah dilakukan personalisasi sebagaimana dimaksud 
pada angka 10, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten/Kota mendistribusikan KTP Elektronik  ke 
tempat pelayanan KTP Elekronik; 
12. Menerima KTP Elektronik dan melakukan verifikasi melalui 
pemadanan sidik jari penduduk 1:1 
13. Hasil verifikasi sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud 
pada angka 12: 
a. Apabila datanya sama, maka KTP Elektronik diberikan 
kepada penduduk; 
b. Apabila datanya tidak sama, maka KTP Elektronik tidak 
diberikan kepada penduduk. 
14. Dalam hal terdapat data yang tidak sama sebagaimana 
dimaksud pada angka 13 huruf b, petugas di tempat 
pelayanan KTP Elektronik mengembalikan KTP Elektronik 
ke Kementerian dalam Negeri melalui Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk dimusnahkan. 
c. Penduduk dapat mengambil KTP Elektronik apabila membawa   
Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b 
angka 4. 
d. Database kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf b 
angka 7, dikonsolidasikan dan disimpan dalam database 
kependudukan Kementerian Dalam Negeri. 
 2. Persyaratan dan tata cara penerbitan KTP Elektronik secara 
reguler bagi Penduduk WNI yang sudah memiliki KTP Elektronik 
dan pindah alamat. 
a. Penduduk melapor kepada petugas di tempat pelayanan KTP 
Elektronik, dengan mengisi formulir permohonan dan 
membawa persyaratan berupa: 
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1.  KTP Elektronik dengan alamat tempat tinggal asal (alamat 
lama); 
2. Surat Keterangan Pindah dari daerah asal; 
3.  Fotocopy Kartu Keluarga 
b. Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik memproses 
dengan tata cara: 
1. merekam NIK yang tercantum dalam KTP Elektronik yang 
lama dan mengembalikan KTP Elektronik dengan alamat 
yang lama kepada pemiliknya. 
2. memproses pencetakan/personalisasi KTP Elektronik 
dengan alamat yang baru. 
3. menyerahkan KTP Elektronik dengan alamat yang baru 
kepada pemiliknya sekaligus menarik KTP Elektronik dengan 
alamat yang lama. 
 
  Sedangkan pada Pasal 6 berbunyi : 
1. Persyaratan dan tata cara penerbitan KTP Elektronik secara 
reguler bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal 
Tetap yang belum memiliki KTP Elektronik 
a. Penduduk Orang Asing melapor kepada petugas di Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, 
dengan mengisi formulir permohonan dan membawa 
persyaratan berupa: 
1. Nomor Induk Kependudukan Nasional; 
2. Fotokopi Kartu Keluarga; dan 
3. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap;  
b. Petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten/Kota memproses dengan tata cara:  
1. merekam isi formulir permohonan KTP Elektronik ke 
dalam database kependudukan; 
2. melakukan verifikasi data penduduk secara langsung; 
3. melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, 
tanda tangan, sidik jari, dan iris mata penduduk Orang 
Asing; 
4. membubuhkan tanda tangan dan stempel Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota 
pada Formulir Permohonan; 
5. formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada 
angka 4, sebagai bukti telah dilakukan verifikasi, 
pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, 
sidik jari dan iris mata penduduk Orang Asing 
sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3; 
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6. melakukan penyimpanan data sebagaimana dimaksud 
pada angka 3 dan biodata penduduk ke dalam database 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten/Kota;  
7. data yang disimpan dalam database sebagaimana 
dimaksud pada angka 6 dikirim melalui jaringan 
komunikasi data ke server Automated Fingerprint 
Identification System di pusat data Kementerian Dalam 
Negeri; 
8. data penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 7 
disimpan dan dilakukan proses identifikasi ketunggalan 
jatidiri seseorang; 
9. hasil identifikasi sidik jari penduduk Orang Asing 
sebagaimana dimaksud pada angka 8, apabila: 
a) identitas tunggal, data dikembalikan ke Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota; 
dan 
b) identitas ganda, dilakukan klarifikasi di Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. 
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten/Kota melakukan personalisasi data yang 
sudah diidentifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 
9 a)  ke dalam blangko KTP Elektronik; dan 
11. setelah dilakukan personalisasi sebagaimana dimaksud 
pada angka 10, petugas di Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melakukan verifikasi 
melalui pemadanan sidik jari penduduk Orang Asing 1 : 
1; 
12. hasil verifikasi sidik jari penduduk sebagaimana 
dimaksud pada angka 10: 
a) apabila datanya sama maka KTP Elektronik 
diberikan kepada penduduk; dan 
b) apabila datanya tidak sama maka KTP Elektronik 
tidak diberikan kepada penduduk. 
13. dalam hal terdapat data yang tidak sama sebagaimana 
dimaksud pada angka 12 huruf b), petugas di Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota 
mengembalikan KTP Elektronik ke Kementerian Dalam 
Negeri untuk dimusnahkan. 
c. Penduduk Orang Asing dapat mengambil KTP Elektronik 
apabila membawa Formulir Permohonan sebagaimana 




d. Database Kependudukan sebagaimana dimaksud pada 
huruf b angka 7, dikonsolidasikan dan disimpan dalam 
database kependudukan Kementerian Dalam Negeri. 
 
 Adapun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 
Administrasi Kependudukan Pasal 64 Ayat (8) dan (9) berbunyi : “Dalam 
hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik 
KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan 
perubahan atau penggantian.” “Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, 
Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana 
melalui camat atau lurah/kepala desa paling lambat 14 (empat belas) hari 
dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.” 
 Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2009 tentang 
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota 
Makassar Pasal 9 Ayat (1) dan (2) berbunyi : “Penerbitan KTP 
dilaksanakan melalui proses dari RT, RW, Lurah dan Camat.” “Penerbitan 
KTP karena kerusakan atau hilang sebelum berakhir masa berlakunya 
diproses melalui RT, RW, Lurah dan langsung ke Tempat Perekaman 
Data (TPD) di Kecamatan.” 
B. PELAYANAN E-KTP TERHADAP MASYARAKAT 
 1. Kantor Kecamatan Tamalate 
 Kantor Kecamatan Tamalate yang terletak di Jalan Danau 
Tanjung Bunga Nomor 181, Makassar Sulawesi Selatan memiliki 
tugas dan fungsi untuk melayani masyarakat dalam pembuatan E-
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KTP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Kecamatan Tamalate terdiri dari 10 Kelurahan antara lain : 
1. Kelurahan Parang Tambung, 
2. Kelurahan Tanjung Merdeka, 
3. Kelurahan Pabaeng-baeng, 
4. Kelurahan Bungaya, 
5. Kelurahan Balang Baru, 
6. Kelurahan Mangasa, 
7. Kelurahan Jongaya, 
8. Kelurahan Mannuruki, 
9. Kelurahan Maccini Sombala, dan 
10. Kelurahan Barombong 
 Adapun jumlah penduduk yang wajib KTP di Kecamatan Tamalate : 
Tabel 2.0 
Data Penduduk Kecamatan Tamalate 
Penduduk 151.643 
Laki - Laki 75.681 
Perempuan 75.962 
      Sumber : Data Penduduk di Kecamatan Tamalate, Tahun 2015 
Jumlah penduduk yang telah membuat E-KTP di Kecamatan Tamalate  
5.433 orang di tahun 2015 kemarin. Tetapi, ada juga masyarakat yang 
bermasalah dalam pengurusan baik itu dalam pemotretan, data ganda 
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di daerah lain, gagal dalam pengiriman ke pusat yaitu sebanyak 236 
orang. 
Muhammad Amir Tamir menyatakan bahwa : 
“Saya sebagai koordinator kecamatan tamalate, saya bertugas untuk 
mencatat seluruh penerbitan output dokumen penduduk, 
mencatat/membukukan seluruh permohonan dokumen penduduk 
pada buku bantu, menyerahkan output dokumen kependudukan 
kepada pemohon, membuat laporan output dokumen kependudukan 
yang diterbitkan dari catatan sipil. Pengurusan E-KTP gratis alias 
tidak dipungut biaya dan berlaku di seluruh Indonesia serta jangka 
waktu dalam pengurusan E-KTP paling lama 1 bulan sesuai dengan 
Standar Operasional Pelayanan (SOP).” Cara pengurusan E-KTP 
dimana masyarakat terlebih dahulu mengurus di Kantor Kelurahan 
yang dimana membawa surat pengantar dari RT/RW dan fotocopy 
kartu keluarga, lalu kemudian masyarakat akan mendapatkan 
formulir (F1-07) dari kantor lurah untuk dibawakan ke Kantor 
Kecamatan dan fotocopy kartu keluarga tetap dilampirkan, setelah itu 
masyarakat akan diarahkan untuk mengambil data lengkap, foto, 
tanda tangan, dan perekaman iris mata. Setiap 1 minggu data yang 
telah dikumpulakan untuk diajukan sebagai permohonan pembuatan 
E-KTP akan dibawa ke Discapil Kota Makassar untuk dicetak. 1 
minggu kemudian E-KTP yang sudah dicetak akan diambil oleh 
masyarakat di kantor kecamatan setempat, tetapi sebelumnya saya 
sebagai koordinator kecamatan mempunyai tugas dan wajib untuk 
mencocokkan kembali E-KTP yang sudah jadi dengan daftar nama 
masyarakat yang dikirimkan oleh Discapil. Saya pun bertugas untuk 
mendistribusikan E-KTP yang sudah jadi kepada masyarakat. 
Kendala yang sering terjadi adalah jaringan yang sering offline 
sehingga saya dan pegawai lainnya mengarahkan kepada 
masyarakat untuk langsung ke Discapil sebab disana jaringannya 
lebih lancar dan bila mengambil foto, maka foto tersebut akan 
tersimpan dengan cepat. Kendala lainnya beberapa masyarakat 
yang sudah mengurus E-KTP sebelumnya di kecamatan/kota lain, 
tetapi ingin mengurus kembali, maka akan ketahuan pada saat 
pegawai kecamatan mengambil E-KTP yang sudah jadi di Discapil 
dan ketika masyarakat tersebut ingin mengambil E-KTP di Kantor 
Kecamatan setempat, maka akan diberikan penjelasan dimana harus 
ada surat pengantar RT/RW atau Kelurahan tempat dimana 
masyarakat tersebut tinggal sebelumnya.”64 
                                                             
64 Hasil wawancara dengan Muhammad Amir Tamir (Koordinator Kecamatan Tamalate), pada 
tanggal 18 Januari 2016 
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 Tetapi, adapun beberapa pendapat masyarakat yang 
diwawancarai oleh peneliti dimana membahas mengenai pelaksanaan 
E-KTP. 
“Menurut saya, kurang jelas alur dalam melengkapi berkas-berkas 
untuk pendaftaran pembuatan E-KTP. Awalnya saya sudah 
membawa fotocopy kartu keluarga dan surat pengantar dari kantor 
lurah, tetapi setelah saya ke kantor kecamatan, pegawai kecamatan 
meminta kartu keluarga asli.”65 
“Saya sudah mengurus E-KTP kurang lebih 3 bulan. Saya sudah 
mengurus di RT/RW sampai di Lurah untuk dilanjutkan ke 
Kecamatan, setelah syarat semua sudah saya masukkan. Setiap 1 
minggu saya datang untuk menanyakan E-KTP saya, dan tadi 
pegawainya menyampaikan bahwa berkas saya hilang dan otomatis 
E-KTP saya belum jadi.”66 
“Saya sempat mengurus E-KTP bulan Maret 2015 tetapi sampai 
bulan November 2015 E-KTP saya belum jadi. Saya pun kembali 
mengurus berkas-berkas yang diperlukan tapi tidak melalui RT/RW 
tetapi langsung di Lurah karena Lurah itu sendiri adalah sepupu 
saya. Kalau mengikuti prosedur, pasti akan lama dan 
berkepanjangan.”67 
“Sudah 2 minggu saya datang kesini untuk mengurus E-KTP, tapi 
selama 2 minggu juga jaringan sedang offline. Pegawai di 
kecamatan pun tidak memberikan jawaban yang pasti.”68 
“Saya berpendapat sangat rumit untuk mengurus E-KTP dan 
sebagainya. Saya sudah 4 bulan mengurus E-KTP, dan saya sudah 
bertanya kepada pegawainya dan ternyata mereka minta imbalan 
bila ingin urusan cepat kelar.”69 
 Menurut peneliti, sekiranya masyarakat diberikan pelayanan yang 
sama dan baik tanpa menuntut apapun dari masyarakat dari sebelum 
ataupun sesudah mengerjakan kewajibannya sebagai pelaksana. 
Di Indonesia sendiri telah banyak contoh kegagalan implementasi 
kebijakan maupun program. Kegagalan implementasi yang terjadi di 
                                                             
65 Hasi wawancara dengan Erika (masyarakat), pada tanggal 18 Januari 2016 
66 Hasil wawancara dengan Bapak Jarwo (masyarakat), pada tanggal 18 Januari 2016 
67 Hasil wawancara dengan Ibu Nurul (masyarakat), pada tanggal 19 Januari 2016 
68 Hasil wawancara dengan Bapak Syaiful (masyarakat), pada tanggal 19 Januari 2016 
69 Hasil wawancara dengan Ibu Friska (masyarakat), pada tanggal 19 Januari 2016 
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Indonesia tidak jauh berbeda dengan kegagalan yang ditemukan di 
negara lain. Setidaknya ada 6 faktor yang menjadi penentu berhasil 
atau tidaknya suatu proses implementasi antara lain70 : 
1. Kualitas kebijakan itu sendiri. Kualitas disini menyangkut 
banyak hal, seperti: kejelasan tujuan, kejelasan implementor 
atau penanggung jawab implementasi, dan lainnya. Lebih dari 
itu, sebagaimana dikatakan oleh deLeon dan deLeon (2002) 
kualitas suatu kebijakan akan sangat ditentukan oleh proses 
perumusan kebijakan itu sendiri. Suatu kebijakan yang 
dirumuskan secara demokratis akan sangat memberikan 
peluang dihasilkannya kebijakan yang berkualitas.  
2. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran). Suatu 
kebijakan atau program tidak akan dapat mencapai tujuan 
atau sasaran tanpa dukungan anggaran yang memadai. 
Dalam bahasa Wildavsky (1979), besarnya anggaran yang 
dialokasikan terhadap suatu kebijakan atau program 
menunjukkan seberapa besar political will pemerintah 
terhadap persoalan yang akan dipecahkan oleh kebijakan 
tersebut. Dengan  demikian besarnya anggaran juga dapat 
dipakai sebagai proxy untuk melihat seberapa besar komitmen 
pemerintah terhadap kebijakan tersebut. 
                                                             
70 Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti., Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan 
Aplikasinya di Indonesia, Gava Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 85 
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3. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan 
kebijakan (pelayanan). Ketepatan instrumen sangat 
berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi suatu 
kebijakan. 
4. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, 
koordinasi, pegawasan, dan sebagainya). Struktur organisasi 
yang terlalu hirarkis tentu akan menghambat proses 
implementasi. 
5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah 
kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki 
atau perempuan, terdidik atau tidak). Karakteristik kelompok 
sasaran tersebut akan sangat berpengaruh terhadap 
dukungan kelompok sasaran terhadap proses implementasi. 
6. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik di 
mana implementasi tersebut dilakukan. Kebijakan yang 
berkualitas tidak akan berhasil ketika diimplementasikan 
dalam situasi dan kondisi lingkungan yang tidak kondusif 
terhadap upaya pencapaian tujuan kebijakan. 
Menurut survei yang dilakukan Universitas Gadjah Mada pada 
tahun 2002, secara umum stakeholder menilai bahwa kualitas 
pelayanan publik mengalami perbaikan setelah diberlakukannya 
otonomi daerah. Namun, dilihat dari sisi efisiensi dan efektivitas, 
responsivitas, kesamaan perlakuan (tidak diskriminatif) masih jauh yang 
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diharapkan dan masih memiliki beberapa kelemahan yang diantaranya 
adalah71 : 
1. Kurang responsif. Kondisi ini terjadi pada hampir semua 
tingkatan unsur pelayanan, mulai pada tingkatan petugas 
sampai pada tingkatan pertanggungjawaban instansi. 
2. Kurang inovatif. Berbagai macam informasi yang seharusnya 
disampaikan kepada masyarakat menjadi terlambat atau 
bahkan tidak sampai. 
3. Kurang accessible, berbagai unit pelaksana pelayanan jauh 
dari jangkauan masyarakat. 
4. Kurang koordinasi, berbagai unit pelayanan yang terkait satu 
dengan yang lainnya sangat kurang koordinasi. 
5. Birokratis (khususnya dalam masalah perizinan) 
6. Kurang mau mendengar keluhan, saran, dan aspirasi 
masyarakat. 
7. Tidak efisien, berbagai persyaratan yang diperlukan seringkali 
tidak relevan. 
Beberapa kelemahan lain yang juga dapat diidentifikasi adalah 
pada sisi kelembagaan dimana kelemahan utama terletak pada sisi 
organisasi yang tidak dirancang khusus dalam rangka pemberian 
                                                             
71 Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik, 
Nuansa Cendekia, Bandung, 2009, hlm. 84 
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pelayanan publik, penuh dengan hirarki yang membuat birokrasi 
menjadi berbelit-belit dan tidak terkoordinasi.72 
Menghadapi masalah yang demikian ini maka unsur 
profesionalisme meupakan hal yang mutlak. Karena profesionalisme 
berkaitan erat dengan pelayanan, maka izin yang berbelit harus 
dihindarkan demi lancarnya kegiatan ekonomi di suatu daerah. 
Pemahaman yang semakin mendalam terhadap hal tersebut, mau tidak 
mau harus diimbangi secara profesional, khususnya terhadap perilaku 
birokrasi yang selama ini dianggap bertele-tele.73 
 2. Kantor Kecamatan Tamalanrea 
Kantor Kecamatan Tamalanrea yang terletak di Jalan Perintis 
Kemerdekaan Nomor 116,  Makassar Sulawesi Selatan memiliki tugas 
dan fungsi untuk melayani masyarakat dalam pembuatan e-ktp sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kecamatan 
Tamalanrea terdiri dari 6 Kelurahan antara lain :  
1. Kelurahan Kapasa, 
2. Kelurahan Bira, 
3. Kelurahan Parang Loe, 
4. Kelurahan Tamalanrea, 
5. Kelurahan Tamalanrea Indah, dan 
6. Kelurahan/Desa Tamalanrea Jaya. 
                                                             
72 Ibid., hlm. 85 
73 Ibid., hlm. 85 
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Penduduk yang tercatat dalam Kecamatan di Tamalanrea 
diprediksikan sudah 70% yang membuat E-KTP. Tidak bisa 
diprediksikan total keseluruhan masyarakat karena tiap bulan, pasti ada 
masyarakat yang pindah ke luar kota ataupun sebaliknya.74 . 
     Hermaya Amron menyatakan bahwa : 
“Syarat untuk membuat E-KTP adalah surat pengantar dari lurah dan 
foto copy kartu keluarga, setelah itu dilanjutkan verifikasi data, foto, 
perekaman iris mata dan tanda tangan. Setelah itu, akan 
dimasukkan nama-nama masyarakat di daftar pembuatan E-KTP. 
Masyarakat juga akan diberikan resi pembuktian yang dimana 
sebagai bukti telah melakukan perekaman dan juga menjadi bukti 
ketika akan mengambil E-KTP. Jaringan yang sering offline maka 
sempat Kantor Kecamatan Tamalanrea tidak menerima pelayanan 
pembuatan E-KTP selama 2 bulan akibat dari pemindahan jaringan 
dari indosat ke telkom. Kendala lain juga Kota Makassar hanya 
memiliki 4 alat pencetak E-KTP padahal ada 14 kecamatan di Kota 
Makassar yang akan dilayani setiap harinya. Kendala dari 
masyarakatnya sendiri, sering tidak jujur apabila sudah ada E-KTP di 
tempat lain. Setiap hari pegawai akan membawa berkas-berkas 
pengajuan pembuatan E-KTP ke Dinas Catatan Sipil.”75 
 Tetapi, adapun beberapa pendapat masyarakat yang 
diwawancarai oleh peneliti dimana membahas mengenai pelaksanaan 
E-KTP. 
“Pelayanan di Kecamatan Tamalanrea  cukup baik, jelas dan terarah 
sehingga saya tidak menunggu terlalu lama, sekitar 3 minggu saya 
sudah bisa mendapatkan E-KTP. Padahal pegawai didalam 
sampaikan ke saya, 1 bulan 2 minggu biasanya baru jadi E-KTP.”76 
  “Pelayanan disini sangat tidak memuaskan. Saya sebagai 
masyarakat sudah dirugikan terutama dalam masalah waktu. Saya 
                                                             
74 Hasil wawancara dengan Bagian Operator E-KTP Kecamatan Tamalanrea pada tanggal 22 
Januari 2016 
75 Hasil wawancara dengan Hermaya Amron pada tanggal 22 Januari 2016 
76 Hasi wawancara dengan Adi (masyarakat) pada tanggal 22 Januari 2016 
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sudah melakukan perekaman iris mata, foto sehingga mendapatkan 
resi pembuktian, tetapi sudah 3 bulan E-KTP saya belum juga jadi.”77 
  “Saya sudah melakukan perekaman tetapi resi yang diberikan 
ternyata hilang, dan saya melaporkan kepada pegawai dan saya 
disuruh untuk harus melakukan pendaftaran ulang dari tahap awal, 
padahal data saya sudah masuk sebelumnya.”78 
  “Saya telah melakukan perekaman dan telah menerima resi 
pembuktian, dan pegawai didalam sampaikan E-KTP saya akan jadi 
sekitar 1 bulan. Saya datang hari ini ternyata pegawainya 
menyampaikan bahwa saya belum melakukan perekaman foto, dan 
saya memperlihatkan resi sebagai bukti, tetapi disampaikan bahwa 
waktu saya melakukan perekaman tiba-tiba jaringan offline dan data 
saya belum sempat tersimpan.79 
  “Kelengkapan berkas-berkas saya sudah serahkan kepada pegawai 
kecamatan dan menurut saya pelayanan disini cukup baik, walaupun 
pada saat perekaman jaringan sempat offline dan saya balik kembali 
sekitar 3 hari setelah itu dan melakukan perekaman, dan 3 minggu 
kemudian E-KTP saya sudah jadi.”80 
  Menurut penulis, pelayanan di Kecamatan Tamalate dan 
Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar sudah berjalan sebagaimana 
mestinya, tetapi masih harus ditingkatkan. Keterbukaan dan transparan 
sangat diperlukan agar masyarakat lebih mengerti tentang alur proses 
pembuatan E-KTP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
supaya tidak adanya penilaian yang buruk dari masyarakat terhadap 
pelaksana. Kinerja yang diperlihatkan juga masih jauh dari harapan, 
dimana masyarakat sangat mengharapkan ketelitian dari para pelaksana 
dalam mengelolah data-data agar dapat bekerja secara efektif dan 
memanfaatkan waktu secara efisien terutama dalam proses pembuatan E-
KTP serta memberikan keuntungan diantara kedua belah pihak. Keluhan-
keluhan masyarakat dapat disimpulkan bahwa masyarakat masih belum 
puas dengan pelayanan yang diberikan. Adapun juga alat-alat pencetakan 
E-KTP sangatlah minim, hanya terdapat 6 buah di Discapil, padahal di 
                                                             
77 Hasi wawancara dengan Talita (masyarakat) pada tanggal 22 Januari 2016 
78 Hasil wawancara dengan Kasdim (masyarakat) pada tanggal 23 Januari 2016 
79 Hasil wawancara dengan Cahyono (masyarakat) pada tanggal 23 Januari 2016 
80 Hasil wawancara dengan Hidayat (masyarakat) pada tanggal 23 Januari 2016 
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Kota Makassar terdapat 14 Kecamatan yang harus dilayani setiap harinya.  
Dari pihak masyarakatnya sendiri, masih bersikap acuh tak acuh terhadap 
alur proses pembuatan E-KTP dan terkadang menginginkan secara 
instan. Maka dari itu, baik dari masyarakat maupun pelaksana dapat 
bekerja sama dengan baik, agar dapat tercipta pelayanan publik yang baik 























 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kantor 
Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Tamalanrea, maka peneliti 
dapat menarik kesimpulan bahwa : 
1. Pelaksanaan pengaturan tentang persyaratan dan 
mekanisme pengurusan E-KTP sudah optimal karena syarat 
dalam mengumpulkan berkas-berkas untuk mengajukan 
permohonan pembuatan E-KTP sesuai dengan Peraturan 
Menteri dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis 
Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional dan Peraturan 
Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan 
Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota 
Makassar, meski di dalam Perda tersebut masih mengatur 
mengenai KTP dan baru mengadakan Rancangan Perda di 
tahun 2016 mengenai Penyelenggaran Administrasi 
Kependudukan dan Catatan Sipil (khususnya tata cara 
pembuatan E-KTP). Namun secara garis besar, jalur dalam 
pembuatannya sama yakni terlebih dahulu mengurus melalui 
RT/RW, Lurah, dan Kecamatan. 
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2. Pelaksanaan kinerja para pelaksana dalam melakukan 
pengurusan E-KTP belum dilaksanakan secara optimal 
diantaranya :    
 Peraturan Menteri Nomor 69 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk 
Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara 
Nasional mengatur bahwa sebelum menerima KTP 
Elektronik haruslah melakukan sidik jari kembali untuk 
memastikan keaslian dari pemilik E-KTP. Namun, 
kenyataan dilapangan sangat berbeda. 
 Mempersulit masyarakat dengan alur yang berbelit-
belit, padahal bertujuan untuk meminta imbalan dalam 
pengurusan. Padahal, diketahui bahwa pembuatan E-
KTP tidak dipungut biaya/gratis tercantum dalam 
Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 
tentang Administrasi Kependudukan. 
B. Saran 
 Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis 
merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut : 
1. Memperbaharui Perda Nomor 9 Tahun 2009 tentang 
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan 
Sipil di Kota Makassar, sebab didalamnya masih 
menjelaskan tata cara pendaftaran untuk membuat KTP. 
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Agar, dapat mensosialisasikan alur pendaftaran pembuatan 
E-KTP dengan lebih jelas kepada masyarakat. 
2. Pengawasan yang lebih ketat dari atasan yang telah 
menerima kewenangan dari Mendagri dan evaluasi rutin 
dilaksanakan, agar kotak saran dari masyarakat dapat 
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